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PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa inimenciptakan
persaingan yang semakin ketat di masyarakat dalam upaya pencariandan memperoleh
pekerjaan. Kemajuan IPTEK mendorong seleksi ilmiah yangmengarah kepada ,yang terkuat
yang bertahan", sehingga menimbulkanketidakseimbangan antara laju pertambahan jumlah
tenaga kerja dan lapangankerja yang tersedia. Upaya yang bisa dilakukan untuk
meminimalisir
ketidakseimbangan tersebut hanyalah dengan menciptakan pekerjaan baru.!

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yangsangat
vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapatmenjadi
pendorong yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan sosialmasyarakarat, baik di tingkat
regional, nasional, maupun internasional. Bisnisselalu berkaitan dengan membangun relasi
dan kontrak antar individu ataupungolongan yang bermuara pada adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak.2

Penjualan langsung adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan dari jutaanhingga
milyaran rupiah per distributor. Penjualan langsung merupakan anggotaAsosiasi Penjualan

M. Fuad, Pengantar Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, him. 38
2Ibid,hlm 40
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Langsung Indonesia (APLI). Perusahaan penjualan langsungyang sah terikat dengan kode
etik yang jelas dalam menyampaikan potensipendapatan dan setiap perusahaan harus
menjalankan kode etik yang telahdigariskan oleh pemerintah melalui perundangan dalam
rangka perlindungankonsumen.

Sistem usaha Penjualan Langsung (direct selling) ini sudah cukup lama
berkembang di Indonesia. Namun, karena kurang tersosiasisasi, sehingga masih
banyak masyarakat yang belum memahami perdangangan dengan menggunakansistem
penjualan langsung jaringan seperti Multi Level Marketing (MLM).

Salahsatu variasi bisnis yang sedang berkembang ini merupakan bisnis yang
bergerakdi sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem
MLMsebagai  strategi bisnisnya, dimana sebuah induk perusahaan dalam
memasarkanproduknya kepadakonsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis
yangindependen.3Akan tetapi, hadirnya bisnis MLM legaldimanfaatkan oleh banyak oknum
untuk memperdaya masyarakat dengan membuat Penipuan bisnis yang ilegal
dengan mengatasnamakan MLM sebagai modus usahanya. Tidak hanya operandi
MLM saja yang dijadikan modus, sistem bisnis investasi, koperasi, hingga
himpunan dana masyarakat, menjadi kedok operasi. Tindakan oleh oknum yang
mendirikan usaha bermodus ini merupakan suatu kejahatan penipuan yangmenimbulkan
kerugian besar bagi masyarakat yang menjadi korban dari Penipuanbisnis ilegal.

Pada Umumnya bisnis bermodus penjualan langsung maupun investasi
merupakan suatu kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan secara pokok diatur
dalam Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :“Barang siapa dengan
maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat
maupun dengankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang
supayamemberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang,dihukum
karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanyaempat tahun”Ditambah lagi
dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan pada Pasal 9
menyebutkan: “Pelaku Usaha Distribusi dilarangmenerapkan sistem skema piramida dalam
mendistribusikan barang”.

Bisnis skema piramida semacam investasi bodong, money game bermodus
MLM, himpunan dana masyarakat atau dengan nama lain ini tentu saja
menimbulkan korban yang tidak sedikit. Apalagi dengan Kondisi masyakat tidak
jauh berbeda ketika krisis 1997 silam. Kondisi masyakat yang greddy, ingin
mendapatkan return tinggi tanpa menyadari resiko yaitu menghimpun dana dan
pengelolaan investasi ilegal semakin membuat perisiwa ini semakin menjamur disetiap
tempat di berbagai wilayah. “Bisnis” ini marak di daerah-daerah. Kebanyakan didaerah
terpencil, karena target para pengusahanya adalah orang-orang yang belum mengetahui
atau awam terhadap pengetahuan berbisnis dan tidak bisa membedakan antara bisnislegal
dan yang berkedok. Pengemasan nama maupun sistem bisnis yang berbelit
atau acapkali dirubah dan diganti oleh para pengelolanya agar sulit ditebak oleh
masyarakat, apakah itu adalah bisnis murni ataupun bisnis berkedok.

3David Roller, Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2015, him 3.

https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH



https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH

2331

JPDSH

Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora

Vol.1, No.10 Oktober 2022
1

Bisnis inibukan lagi hal baru yang ada dalam masyarakat, pembelajaran akan
pengalamanmungkin  sudah  dilakukan  didaerah  perkotaan, namun tidak
menutupkemungkinan bisnis ilegal seperti ini tetap berkembang di Ibukota.*
Dengan maraknya kejadian-kejadian seperti ini belum banyak diketahui
oleh masyarakat luas hal apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu
tindak kriminalisasi dalam hal ini bisnis berkedok yang menerapkan pola skema
piramida dalam sistem bisnisnya, modus operandi yang dipergunakan untuk
mengecoh para korban, dan sejauh mana usaha yang dilakukan dalam rangka
pencegahan maupun penegakan hukumnya.

Dengan adanya Pasal baru yangmenyatakan secara tegas tentang pelarangan
Penipuan skema piramida, apakahdapat mengawal secara tegas serta membantu law
inforcement pemerintah untukmemberikan efek jera kepada setiap oknum yang merugikan
masyarakat melaluiPenipuan skema piramida.

Dilihat dari perkembangannya dari waktu ke waktu, peristiwa ini masih
masif terjadi. Teknologi dan bisnis di bidang ekonomi semakin marakberkembang, namun
belum dibarengi dengan penegakan aturan yang maksimal,sehingga peristiwa seperti ini
tampak kompleks.

Berdasarkanuraian di atas, rumusanmasalahnyaadalah :
1. Apasaja yang menjadifaktorpenyebabterjadinyabisnisberkedokskemapiramida ?
2. Bagaimanapenegakanhukumterhadapbisnisberkedokskemapiramida ?

KAJIAN TEORI
Penegakan hukum (law enforcement) merupakan suatu istilah yangmempunyai
keragaman pengertian. Menurut Sarjipto Rahardjo, penegakan hukumdiartikan sebgai
suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum,yaitu pikiran-pikiran dari
badan-badan pembuat Undang-undang yang dirumuskandan ditetapkan dalam peraturan-
peraturan hukukm yang kemudian menjadikenyataan.®
Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan
perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu)
maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht inn potentie).6
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kegiatan untuk menyerasikan hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap danpegejawantahan
dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk
menciptakan dan memelihara, serta mempertahankankedamaian dan pergaulan. Secara
konsepsional maka inti dari arti penegakanhukum terletak pada pergaulan hidup.”
1. Pengertian Tindak Pidana Bisnis
[stilah “kejahatan bisnis” mengandung makna filosofis, yuridis,sosiologis, yang
patut dicermati. Secara filosofis, pengertian tersebut mengandung
makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat ketikasuatu

“Djoko Hartanto Komara, ”Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalamUndang-undang No.7
Tahun 2014 tentang Perdagangan”, APLI Network News, Vol.03, him 14,
SSarjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,
Bandung, 2013, him 15.
bSoedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2016, hlm 111.
"Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,Jakarta, 2012, him 5
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aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikankepentingan
masyarakat luas. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa, kalanganpembisnis sudah
kurang atau tidak lagi menghargai kejujuran (honesty) dalamkegiatan bisnis nasional
dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-
besarnya. Bahkan sering etika pembisnis yangsehat dikesampingkan dan tindakan
merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk
mencapai tujuan (unusual business practices.).8

Pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat
yang sangat mengkhawatirkan dapat dikatakan sudah mencapai titik nadirsementara
perangkat hukumnya sudah tidak memadai lagi. Secara singkat dapat
ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan
ketertiban dan menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik.®

Secara yuridis, pengertian istilah “ke jahatan bisnis” menunjukkan bahwa
terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum
perdata dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Aspek hukum pidana lebih
mendahukan sikap negara terhadap pelaku agar dapat dipidana daripada
kepentingan untuk melindungi korban kejahatan. Tujuanya yang hendak dicapai
dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara
kepentingan para pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan yang
hendak dicapai adalah membuat jera salah satu pihak yaitu pihak yang telah
menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis dari pengertian istilah kejahatan bisnis
adalah bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat ultimum remidium atau the last resort
untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, telah beralih
fungsi menjadi primum remedium atau the prime resort utnuk kepentingan ketertiban, dan
kepastian hukum dan menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis.?

Secara sosiologis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” telah menunjukkan
keadaan nyata yang telah terjadi dalam aktivitas atau dunia bisnis akan tetapi di
sisi lain, menunjukkan pula bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi
“kera mahan” (unfriendly business atmosphere) atau seakan-akan sudah tidak adalagi yang
dapat dipercaya di antara para pelaku bisnis. Kegiatan bisnis seharusnyaberjalan secara
sehat sekalipun dalam keadaan yang bersifat kompetitif.11

“Kejahatan bisnis” sesungguhnya merupakan hasil kepanikan para pelaku
bisnis yang melihat kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh dari tujuan dan cita -cita
semula yaitu menumbuhkan kepercayaan dan Kkejujuran dalam memperoleh
keuntungan. Semakin komplekskareakteristik pasar maka semakin kompleks jugamasalah
hukum yang harus dihadapinya.12

8Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Bogor, 2013, him 34
°Ibid, him. 34

O1bid, him. 35-36

Y1bid, him. 37

2bid, him. 37
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2. Tindak Pidana Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida
Penjualan langsung telah dikenal sejak manusia melakukan pertukarandalam
bentuk natura (barteer barang dengan barang), hingga manusia mengenal
uang sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara umum. Pertukaran
natura merupakan aktivitas ekonomi yang diterapkan dalam sistem ekonomipasar.
Sistem ini sebagai bentuk pertukaran ekonomi yang mengiringipertumbuhan
perusahaan  telah  berkembang pesat hingga menampilkan  wajahnya
yang modern seperti usaha bisnis penjualan langsung.13
Di indonesia, pengaturan industri MLM/direct selling dituangkan dalam
peraturan Menteri Perdagangan No 32/M-DAG/PER/8/2008; pengaturan tersebut
mengharuskan perusahaan-perusahaan direct selling harus memenuhi Kketentuan
dimana skema Rencana Marketing yang transparan yang berorientasi pada
penjualan produk bukan karena pendaftaran serta pembatasan besaran komisiyang
dibayarkan.  Sehingga  kontrol @ skema penipuan bisa dilakukan dengan
terbitnya Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) bagi perusahaan
MLM/direct selling.1*
Ada tiga jenis sistem usaha yang umumnya dipraktekkan saat ini, yaitu:
1) Perusahaan Tradisional, mengembangkan sistem sendiri.
2) Usaha Waralaba (Franchise), membeli sebuah sistem yang sudah ada.
3) Usaha Penjualan Langsung (Direct Selling), membeli dan menjadi bagian
sebuah sistem yang sudah ada.’®
Pada point ketiga, yang dikatakan penjualan langsung adalah metode
penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang
dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus
berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. Dapatpula
dikatakan penjualan langsung adalah pemasar produk tertentu dengan
menetapkan sistem networking upline (yang mensponsori) dan downline (yang
disponsori) yang kemudian membuat cabang distribusi sendiri dan terus
bertambah.1¢
Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan sistemkegiatan
penjualan langsung harus memenuhi persyaratan kegiatan usaha
perdagangan dengan sistem penjualan sebagai berikut:
a. Memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.
b. Melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekruitmen mitrausaha melalui sistem
jaringan
c. Memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk
skema jaringan pemasaran terlarang.
d. Memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazin berlaku di

13M. Fachrur Rozi, Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia, Netbooks Press,
Yogyakararta, 2013, him 14-15

4Ibid, him. 15

15Robert T. Kiyosaki dan Sharon L, The Cashflow Quadrant, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2016, him 95

Dessy Danarti dan Suryo Sukendro, Mompreneurship 160 Ide Bisnis Paling Laris, CV. Andioffset, 2018, him
541
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bidang usaha penjualan langsung

Memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar
Memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yangberlaku

Memberikan = komisi,  bonus, dan  pernghargaan lainnya  berdasarkan
hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh
mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang
dan/atau jasa seperti memberi penjelasanpenggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaannya.

Memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang dijualdalam mata uang
Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dankonsumen.

Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atasbarang dan/atau jasa
yang dijual.

Memberikan alat bantu penjualan (startet kit) kepada setiap mitrausaha yang paling
sedikit berisikanketerangan mengenai barangdan/atau jasa, program pemasaran, kode
etik, dan/atau peraturanperusahaan.

Memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari Kkerja kepada
calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau
membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantupenjualan (starter kit)
yang telah diperoleh dalam keadaan sepertisemula.

. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepadamitra usaha dan

konsumen untuk mengembalikan barang, apabilaternyata barang tersebut tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan.

Membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atauleaflet), dan alat bantu
penjualan (starter kit) yang dalam kondisilayak jual dari harga pembelian awal mitra
usaha ke perusahandengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh
persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha
berkaitan = dengan pembelian  barang  tersebut, apabila mitra usaha
mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.

Memberi konpensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian ataskerugian akibat
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
akibat kesalahan perusahaanyang dibuktikan dengan perjanjian.

Memberi konpensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian
Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkankemampuan dan
pengetahuan para mitra usaha, agar bertindakdengan benar, jujur, dan bertanggung
jawab.

Memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usahauntuk berprestasi dalam
memasarkan barang dan/atau jasa.

Melakukan pendaftaran atas baran dan/atau jasa yang akandipasarkan pada instansi
yangberwenang, sesuai peraturanperundang-undangan; dan

Mencantumkan nama  perusahaan yang memasarkan dengan  sistem
penjualan langsung pada setiap label produk.Bisnis penjualan langsung dikategorikan
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menjadi dua, yakni single levelmarketing dan Multi Level Marketing. Di Indonesia, saat

ini bisnis penjualanlangsung baik yang single level maupun multi level bergabung dan
bernaungdalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).

Rival industri penjualan langsung (MLM) adalah program skema piramida.
Program skema piramida selalu muncul di saat industri penjualan langsung
(MLM) mengalami perkembangan. Hal ini terjadi di berbagai negara, dimana
pada saat industri penjualan langsung berkembang dan menaruh minat bagi
banyak orang, maka skema piramida memanfaatkan trend tersebut untuk
menghimpun keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnyadari
masyarakat.1”

Skema piramida (pyramid scheme) jika ditinjau dari segi kata terdiri dari
kata skema dan piramida. Skema merupakan kata serapan yang berasal daribahasa inggris,
yaitu schema yang berarti bagan, rancangan, atau rangka-rangka.

Perluasan makna skema dijelaskan dalam kamus A Dictionary of Reading
(1981)yaitu suatu rencana terstruktur atau sistem yang konseptual untuk memahami
sesuatu.!® Sedangkan kata piramid berasal dari bangunan makam raja-raja mesirkuno
(fir“aun) yang berbentuk linmas atau menyerupai bentuk segitiga samakaki.1?

Skema piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal,
yang berarti metode bisnis ilegal terstruktur, dimana melibatkan sejumlah orangdan
menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida.
Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau
keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara-cara yang melanggar
hukum.

Bisnis bermodus skema piramida dikenal pula dengan istilah money game
atau penggandaan uang. Konsep bisnis ini menggunakan skema piramida
(pyramid scheme) yang biasanya diidentikkan dengan investasi, MLM, maupunbisnis
jaringan dengan metode pengumpulan dana masyarakat.

Peserta dalam skema ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat
seperti bentuk piramida. Skema piramida adalah sistem investasi palsu yang
membayarkan komisi kepada peserta lama dari dana peserta baru yang
direkrutnya, bukan dari laba yang rill. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh karena
jika ada pendapatan akan kurang untuk membayar keuntungan para pesertanya.
Keilegalan skema ini terletak pada timbulnya kerugian peserta di level terbawahatas
hilangnya jumlah uang yang di investasikan ke dalam bisnis tersebut.20

Pemasaran produk dengan skema piramida dan pola investasi memiliki
ciri-ciri khusus, yaitu :21
1) Pungutan biaya pendaftaran anggota yang relatif besar dan sebagian

dipergunakan untuk memberikan konpensasi (bonus atau komisi)

kepada orang-orang yang merekrut atau mensponsori anggota  baru.

"Roys Tatani, “10 Mitos Keliru tentang Direct Sales”, APLI Network News, Vol.1, him 24

Bhttp://id.wikipedia.org/wiki/skema. diakses 17 Agustus 2022

Bttp://id.wikipedia.org/wiki/piramida diakses 17 Agustus 2022

2OMLM Leaders, op.cit, him 20

2L Andreas Harefa, Menapaki Jalan Direct Selling-MLM, Gradien Books, Yogyakarta, 2017
him 3.
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Akibatnya para anggota perusahaan dengan skema piramida ini lebih
sibuk  melakukan  perekrutan dan  melalaikan = tanggungjawab  untuk
melakukan penjualan produk  dan  memberikan pelayanan kepada
pelanggan. Bahkan ada jugaperusahaan dengan dalih menggunakansistem
komputerisasi hebat dan modern, tidak mensyaratkanperekrutan dan penjualan. Orang-
orang yang berminat hanya perlumendaftarkan diri dengan membayar sejumlah uang
tanpamendapatkan produk yang berarti dan kemudian menunggu untukmenjadi orang

kaya baru.
2) Ketidakpedulian = perusahaan  dan  distributor  independennya  terhadap
kualitas produk dan kepuasan pelanggan, sehingga konsumen

cenderung menjadi  korban. Ketidakpedulian ini juga nampak nyata
karena banyak distributor yang telah memesan produk sebagai syarat
menjadi anggota, kemudian tidak pernah mengambil produk tersebut
dari perusahaan. Sementara perusahaan sering kehabisan stok produktertentu dan lalai
untuk menyediakan dalam kurun waktu yang dijanjikan.

3) Tidak adanya perjanjian atau kontrak tertulis antara perusahaan dan
distributornya.

4) Tidak adanya pendidikan dan sistem pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan
untuk para distributor. Perusahaan dan para pemimpin jaringan tidak menunjukkan
rasa tanggung jawab moral untuk mengembangkan sumber daya manusianya secara
sungguh- sungguh.

5) Dalam skema piramida, mereka yang mendaftar belakangan kurang
atau tidak memiliki sama sekali peluang untuk mendapatkan keuntungan.

METODE PENELITIAN

MetodePenelitian bersifat deskriptifanalitisyaitumenggambarkanpermasalahan dan
fakta-fakta yang terjadididasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-
undang yang terkait dengan penelitianini.

MetodePendekatan denganyuridis normatif yakni mempergunakan norma-
normahukumpositif yang berkaitandenganSosialisasiTentangPenegakan Hukum Terhadap
Penipuan Bisnis BerkedokYang Menerapkan Skema Piramida.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-
angka dan rumusstatistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana pada Penipuan Bisnis
Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida Banyak para pelaku penipuan yang mengaku
menjual produk dengan menggunakan sistem networking yang pada akhirnya produk yang
mereka gunakan hanya untuk menutupi skema penipuan. The US Federal
TradeVommission memberikan peringatan bahwa “Tidak semua Rencana Multi Level
Marketing adalah Sah atau Legitimate. Yang terbaik dilakukan adalah tidak
terlibat dalam rencana Marketing dimana uang yang didapat hanya berasal dari
jumlah distributor yang direkrut dan hanya dari pembelian mereka yang ada
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didalam rencana Marketing, dibandingkan pembelian yang dilakukan oleh orang-
orang yang berada diluar Rencana Marketingnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skema
piramida di wilayah Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni
faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang timbul dari diri pelaku,seperti ketamakan terhadap
keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuanmasyarakat. Adapun faktor ekternal yang
timbul dari diri korban, sepertimudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir
praktis, dan kurang mendapat informasi. Faktor lain adalah karena tekanan ekonomi.

Upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok yang
menerapkan skema piramida dalam proses Kkegiatan usahanya menggunakan
upaya preventif dan represif. upaya preventif merupakan salah satu cara yang
ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dan upaya represif yang secarategas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukanpenyelidikan dan
penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadapkejahatan ekonomi seperti
tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skemapiramida ilegal sesuai dengan
hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bisnisberkedok yang
menerapkan pola skema piramida di wilayah hukum telahdilakukan beberapa upaya
diantaranya :

1) Pressrelease
Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh
Humas Polres maupun Polda yang disampaikan kepada  pengelola
media masa. Berita yang dibuat oleh humas erat kaitannya dengan kepentinganPolisi
yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat melaklui pemberitaan dimedia massa
guna  mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan  berkedok
bisnis dengan pola skema piramida. Upaya penyebaran press release ke berbagaimedia
massa dilakukan dengan cara mengirim langsung press release hasil
prosespenangkapan penipuan investasi bodong bermodus percetakan untuk
kemudiandipublikasikan setelah sebelumnya disusun oleh redaksi media massa.
Walaupunhal ini dilakukan, namun seringkali usaha ini dinilai kurang efektif, karena
erasekarang ini sudah tidak banyak lagi masyarakat yang antusias membaca beritalewat
media cetak.
2) Sosialisasi di Berbagai Media

Sama halnya dengan kegiatan press release, Polres dan Polda juga pernah mengadakan
sosialisasi, baik itu secara langsung maupunmemanfaatkan media televisi seperti siaran
televisi lokal. Untuk sosialisasi secaralangsung, Polres beberapa kali dilakukan di desa-
desa terpencil sebagaibentuk himbauan untuk seluruh lapisan masyarakat yang belum
tersentuhteknologi. Namun hal ini juga dinilai sudah tidak efektif lagi, sebab
masyarakatmenilai bahwa mereka sudah tidak butuh hal semacam itu, karena manusia
kinijuga sudah mendekat sendiri dengan media. Hal itu juga dapat membawa
dampakyang kurang baik, apabila masyarakat sendiri masih belum bijak
menentukanmana yang baik dan yang buruk. Buktinya saja masih saja ada yang
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Berbeda dengan Polres, Polda melakukan penyuluhansosialisasi dalam upaya
preventif bekerja sama dengan OJK regional dalam pembentukan Satwas Waspada
Investigasi. Dari Polda yang terlibat adalah Kasubdit Ekonomi 1 orang, Kanit Ekonomi,
Panit Ekonomi lorang, dan Bamin Ekonomi 2 orang.

b. Upaya Represif
Upaya represif dalam menganggulangi tindak pidana bisnis berkedokdengan
pola skema piramida di Polda dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit BBidang
Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda.Penyidiktersebut terdiri dari
satu orang Kepala Unit (Kanit) dengan Pangkat KomisarisPolisi (Kompol), satu orang
Panit dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP)dan lima orang Banit dengan
pangkat Briptu, Brigadir, Aiptu, Aipda dan Bripka.

KESIMPULAN

1.

Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skemapiramida di
wilayah Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaknifaktor internal dan
eksternal. Faktor internal yang timbul dari diri pelaku,seperti ketamakan terhadap
keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuanmasyarakat. Adapun faktor ekternal yang
timbul dari diri korban, sepertimudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola
pikir praktis, dankurang mendapat informasi. Faktor lain adalah karena tekanan
ekonomi.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian ditempuh dengan cara preventif
dengan melakukan press release, sosialisasi, danedukasi ke masyarakat bekerja sama
dengan Satgas Waspada Investasi yangdibentuk OJK oleh Polisi Polda dan upaya
represif dilakukan penyelidikandan penyidikan terkait kasus bisnis berkedok yang
menerapkan skema piramida.

Saran

1.

Khususuntukpenegakhukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana bisnis
berkedok denganmenggunakan skema piramida diperlukan personil yang mengerti
akanperkembangan bisnis saat ini serta modus dan sistem bisnis apa saja yangkerap
diterapkan oleh para pelaku untuk lebih mempermudah dalamproses upaya paksa
dalam penanganan represif. Sumber daya manusiayang memadai juga akan sangat
membantu dalam proses penanggulangan lebih cepat.

Khususuntukmasyarakat merubah pola pikir adalah hal yang paling utama yang harus
dilakukanoleh masyarakat. Setidaknya jika masyarakat sudah mawas diri
denganberbagai tawaran-tawaran bisnis, dan tidak mudah tergiur dengantawaran profit
besar diatas 5% dalam hitungan hari, maka setidaknyamasyarakat akan terhindar dari
target penipuan. Tindakan pencegahandan hati-hati dari diri sendiri terlebih dahulu
akan memudahkan pihaklain untuk membantu pencegahan lewat upaya preventif.
Masyarakat juga setidaknya harus berperan aktif dalam rangka membantu
pemberantasan Penipuan bisnis berkedok yang kian marak dengan berkerjasama
kepada polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan
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informasi manakala terjadi gejala-gejala terkait Penipuan bisnis berkedokyang
menerapkan skema piramida dalam masyarakat.
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